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TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA E,SA

Menimbang '. a.

Mengingat

b.

BUPATI KATINGAN'

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

t<erja Badan Ketahanan Pangan dan Fenyuluhan Kabupaten Katingan, perlu

ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan

Penluluhan Kabupaten Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, pedu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan'

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3656);
undang - undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun lggq tentang Perubahan Undang-undang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 20A2 rcntartg Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
undang , undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

: 1.

2.

J.

4.



5. Undang - Undang Nomor t Tahun 2004 tentang Perbendahafa&n Negara

(Lembiran Negaia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran NegaraNomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2A04 &ntang Pembentukan Peraturan

perunding - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5j, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomw 125, Tambahan

iembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang

- Undang Nomor 8 Tahun 20A5 Entang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penggan;i Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2A05 tentang Perubahan Atas

Undo:ng - Undang Nomor 32 Tafu:rrr 20A4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembiran Neger; Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a1a$;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 20A4 @ntang Perimbangan Keuangan

Antari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomat 126, Tambahan Lernbaran Negara

Nomor a$$;
g. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 20A6 terttang Sistem Penyuluhan

pertani-an, perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 466$;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 ftrrtang

Jabatan Fungsional Pegiwai Negeri Sipil (Lembar*t Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomar 22, Tambahan Lernbaran Negara Nomor

1547);

11. peraturan Femerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2}0Z tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran

Ne{ara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran

NegaraNomor a$$;
12" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2045 tentang

Pengelolaan Keuangan itaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomot 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a578);
13. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerirrtahan Daerah

ProvinJi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);
14. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 ferrtang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ZO0Z Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aTaD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 20A7 *nlang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2008);



17. peraturan Daerah Kabupaten Katingan lriomor 2 Talrun 2009 tentang

Orgalisasi dan Tata Ke{a Badan Ketalianan Pangan dan Penyuluhan

Kabripaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2

Tahun 2009);

MEF{UTt]STLAN:

Menerapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TB,NTANG TI1GAS POKOK IIAN

FIINGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PEN}"ULTIHAN

KABUPATEIi'i KATNGAN.

BAts I
KETEI{TUAN TiMTJM

Pasal l

Dalam Peratrtran Br"rpati ini, yang dirnaksud dengan:

1. perneriltahan Daerah adalah penyelenggaraan Llrusan penrerintalran oleli Pemerintah

Daerah tlal DPRD merurgt asas otonolni rlan tugas petnbantuat dengan prinsip otottotni

selr:as-luasuya dalaur system dan prinsip liegara Kesatuan Republik Indonesia Taliurt

1945,
2. pemerintah Daerah adalali Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Penyelenggaraan

Pemerintali Daerair;
3. Br.rpati adalah Bupati Katingan'
4. perangkat Daerair aclalah Organisasiilembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri aias

S ekretar"i at D aerah, S ekretariat DPRD, Din as;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten I(atingan,

6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyultrhan Kabupaten Katiltgan;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten

I(atingan;
B. peratural BLrpati selanjutnya disebut Perbup adalah Peratural Bupati Katingan;
g. Tupoksi adaiah Tugai Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pen3'uluhan

Kabupaten Katrngan;

BAB II
PENE'TAPAN

Pasal2

l)engan peratrrari iSupati ini Ditetapkan'fugas Pokok dan Fungsi Badan Kelahanan Pangan

dan Penyuluhalr Kabupaten Katingan'

BAB TII
SL'|SUI{AN ORGANISASI

Pasal 3

Badan Ketalranan Pangan dan Perryultrhatl, tercliri dari.

a. KePala Badan.
b. Sekretanat, membawahkan:

l. Stib Bagian Urnunt dan Kepegawaian;

2. Sutr Bagian Perencanaan dan Keuaugan;



c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Ketersedian, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangaq membawahkan :

a) SirU OiAang Ketersediaq Cadangandan Penganekaragaman Pangan;

il Sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi, Sumber Daya dan Keamanan pangan;

2. Bidang renyuluhan dan Pengernbaagan sDM rnembaurahkan :

a) SiU niOang lvlateri, Metodetogi dan TataPenyuluhan;

b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

3. Bidang Kelembagaaa dan Teknologi, rercmbawahkan :

a) Sub Bidang Kelembagaaa Petani;

b) Sub Bidang Teknologi dan Inforrnasi;

d. Kelompok Jabatan Fungsional,

e. Balai Penyuluhan Pertaniaa;

Pasal4

Bagaa Sus.man Orgardsasi Badan Kaahanan Pangan dan Penyuh.rhan Kahupaten Katingan

seb-agaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini-

BAB {Y
TUGAS POKOK, FUNGSI I'AN KEWENANGA}I

Bagian Pertama
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal5

Badan Ketatranan Pargan dan Peyuluhan urernpumyai fiIg4$ p€nyusuoao ]rebijakan 
teknis- di

bidang ketahanan purfrn dan peayuluhaq kooidinasi ketahanan pangan dan penyuluhan dan

p"noipun standar ieknis ketahananpangan dan peyuluhan'

Pasal6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Badan Ketahaaan

Pangan dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan tekris di bidang ketatmnan pamgan dan pempluhaa;

2.. h,feiat<unan koordinasi di hidang ketahanaa paagan dan penyuluhan;

3. pembinaan dan pengkoordilisian penerapan standar teknis ketahanan pangan dan

penyuluhan;
irenyel"rggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan,

evaluasi dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
penetapan kebijikan teknis, p.lukuunrun, fasilitati dan pembinaan ketahanan pangan dan

penyrluhan skala kabuPaten;

koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan

penyelengar aan ketahanan pangan dan penyuluhan skala kabupaten;

koorainasl penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan

ketahanan pangan dan penyuluhan skala kabupaten;dan
g. penyelengg aaiaanurusan kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

4.

5.

6.

7.



Pasal ?

untuk rnelaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 6, Badan Ketahanan Pangarr

dan Penyuluhan mempunyai wewenang sebagai berikut :

l. Identifikasi ketersediaan daa keragaman produk pangan;

2. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat;

3. Koordinasi pencegahan dan pengetdaliaa masalah paogao sebagai akibat rnenurunnya

ketersediaan pangan karena berbagai sebab,

4. Pembioaan cadangan paagao masyarakat;

5. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangao pokok terter*u;

6. Koordinasi dan pengen iuli*n cadaagan pnngahpemerintah dan masyarakat;

7. Ko<lrdinasi p"nungulrun kerawanan pangan kabupaten; 
,

8. Koordinasi p""o!on* dan penangguiaogan naasalah pangaa 56foagai akibat m€mruonya

mtutu, *t, darrkeamanan Pangan;
9 . Pengendali aa kerav'r alaall pangan;

10. Identifikasi infrastruktur distribtrsi pangan;

tr 1. pengembangan ma"**tt* di$trihsi p*"ga" dan koordinasi peel8embaogan infrastrukfiu;

12. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat;

13. [nformasi t*rgu:
14. Pemngembangan jaringan Pasar,
15. ldentffikasi pangan pokok masyarakat;

tr6. Pembinaan peningkatan nutu konzurusi masyarakat; 
--

17. pembinaan mutu dan kesamanan produk pangao pabrikaa;

1g. pengembargantelembagaan sertifikasi pioduk pangan segar dan pabrikan skala keciUrumah

taaggq
tq. fdentifikasi dan pengembangan kerjasarma forurn;

20. pengurnpulan dan analisis informasi ketahanan pangan; dan

21.Keamana11 Pangan

Bagi*n Kdua
Kcp*la Badary

Pasal S

Kepaia Badaa Ketahanan Pangan dan Pelryuluhan one{npunyar tugq rngaaimpiq nlelryusuo,

membin4 mengoordinasikaq dan rnengawasi penyelenggaraan ketalranan pangan dar

penyuluhan serta bertanggung jawab atas terlaksanaoya tugas pokok dan fungsi Badan

Ketahanan Pangan dan PenYuluhan.

Pasal9

untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 8, Kepala Badan Ketahanaa

Pangan dan Peryuluhan, menyelenggatakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan paqgaa dan penyuluhan;

2. Penyelenggaraan koordinasi dibidang ketahanan pangP dan penyuluhan;

,:. Penlrapai"standar teknis dibidang ketahanan paugandan penyuluhan;

4. Penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur; dan

5. penyelenggaraan p"ogut*u*r, pernbinaan dan bimbingan teknig pengawasarq pemaa{auafi,

evaltrasi alUiaang ketahanffi pangan dan penyuluhan'



5.

5.
7.

Bagain Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan progfam dan penyelenggaraaa

tugas-tugas bidang ,".*u ierpadu i* togur pelayanan administratif serta perlengkapan dan

*irutr tiogu,keuangaq kepegawaian, ketatausahaan serta dokumentasi peraturan perundang-

undangan pudu fudutt Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal Ll

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretaris,

menyelengg arukan fu ngsi .

1. Mengoordinasikan penyuzuoan program ls$ arlggaratu,

2. Mengoordinasikan penyrzunan pelaporan badan;

3. Menloordinasikan penyot rt un petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

4. pelaksanaan koordinasi penyusuoafl perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan

ketahanan pangan;

Penyelengg araan koordinasi tuga-tugas badan;

Pembinaan administratif dan aparutur ;

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga,

serta dokumentasi peraturan perundang-undangan

Penyuluhan;
8. Pengkoordinasian pen)rusuflan L.&ip;
g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas'

Pasal 12

Sekretaris, membawahkan :

1" Kepala Sulb bagian Umum dan Kepegau'aian;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf I
Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Pasal 13

Kepala Sub Bagiaa l;rnum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah

tangga kantoi adrninistratif perkantoran, administratif kepegawaian serta p€nyusunan

perencanaan progrilrn dan anggaran-

Pasal 14

Unmrk orelaksanakaa tugas sebagaimaana di rnaksmd da.larer pasal 13, Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan rumah tanggiadan perlengkapan kaator;

2. Penyediaan dan pemeliharaan barang;

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan

pada Badan Ketahanan Pangan dan



Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

pengembangan program, pengelolaan

pelaporan Pelaksanaa n anggar an'

3. Pengelolaan arsiP,

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian,

5. fenyusuan daftaturutan kepangkatan (DUK);

e:. nffirgru, t"U"t"fru, darrpefuembangan pegawai serta formasi pegawai;

7. penyusunan *,,[rtil;ho p"*gkut,"proLJui, mutasi jabatan, kenaikaa gaji berkal4 dan

cuti pegawai;
8. Pengusulan diklat bagi PNS;
g. pembinaan, *oni*riig dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, dan

10. pelaksanaan tugas lairirya yang berkaitan dengan filgas dan fungsinya'

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 15

keuangan mempunyai tugas melakukan per€ncanaan

adminiJtratif keuangaq pembin aan bendaharawan daa

Pasal L6

Uatuk6g|aksanakanfugassebagairnarradimaksuddalampasal15,KepalaSubBagian
Perencanaan dan Kel"langan, rnenyelenggarakan fuagsi :

1. Penyusunan peferrcanaanprogram kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

Z. pembinaan prrg"iofuur' aiministrasi dar- pembukuan aaggaran pengeluaran serta

penerimaan;
3. Verifikasi p€rknggungiarraban aoggara4

4. Penytrzunan pelaporan akuntansi keuangan;

5. Penyelesaiaa tindak lanjut LHP;
6. Melakukan p"*Ui"*" , *orritoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

Badaa Ketalranan Pangan dalr Penyuluhaa

7. hietaksanakan pelapoian keuangan secara berkala bulanaq triwulan, dan tahunan;

g. Melaksanakan tup-ir*berkala bulanan, triwulan, dan tahunan Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan; dan
g. nnenyuzun dan mereocaoakae sasaran produksi qangail Kabupaten Katingan;

x0. Tugas lain yang diperintahkan Kepala Badan r"turtulr* Pangan dan Penyululma berkaitan

dengan tugas fungsinYa.

Bagian KemPat

Bidamg Ketcroediaan, Distrihusi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal LT

Kepala Bidang Ketersediaarq Distribusi Koasurnsi dan Kearnanan Pangan meoxpunyai hlga$

melaksaaakan p"r*rr*o*rq identifikasi, pembinaaq Pemeriksaaq Pengkajian' Psrumusan

i.;tlid* pengendalian keterse diaas dut di*ttiUrsi pangan, pelatihao, analisis, uji mufi:,

se*ifrkasi, pembekalan, monitoring, evaluasi dan pelaporan'



Pasal 18

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasar 17, Kepala Bidang Ketersediaan,

Distribusi Konsumsi dai Kea*a, an P atgan, menyeleng gar akan fu ngsi :

1. Pelaksanaan perencanaan ketersediaan dan distribusi konsumsi;

2. pelaksanan idintifikasi kebutuharq ketersediaan dan keanekaraSaman produk pangan;

3. pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi paagatt;

4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan, pengendalian masalah penyediaaq pengembangan

infrastru*Jur distribusi Pangan;
5. pelaksanaaa koordinasi peicegahan peaurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan

akses paagar, masYarakat;

6. Pelaksanaa, p"*bin*n ketersedi aan dan distribusi pangan masyarakat;

7. Pelaksanaan pengernbaagan dan peayaluraa distribusi paagan pokoh
g. Pelaksanaan pereosanaan teknis konsumsi dan keamanan pangao;

g. Pelaksanaan identifikasi pangan pokok dan konsumsi pangan;

10. pelaksanaan pembinaan i"ni"gtutun mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang

berbasis bahan bahr local;

11. Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan produk pang3n pabrikan;

12. pelaksanaan peflgumpulan dan analisis informasi keamanan pangalu

13. pelaksarruun p"-biniansistem manajemen laboraturium uji mutu dan keamanan pangan;

14- Pelaksanaan sertifikasi dan pelebelan prfuna;

tr5. Pernbinaaq pengendaliaq naonitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Konsrrnsi dan Keamanan Pargunl membawahkan :

1. Kepala Sub nidang Ketersediaan, Cadangan, Penganekaraga:nan Pangan;

2,. Kepala Sub Bidang Kewaspadaaarl Distribusi Sumber Daya dan Keamanan Pangaa'

Paragrafl
sub Bidang Ketersediaan, Cadangan, Penganekaregaman Pangan

Pasal 20

Kepala sub Bidang Ketersediaaq cadangaa Penganekaragarnan Farryan mempunyai tugas

penyiapan bahan |,*"""**o, koordinasi, pelaksanaan identifikasi, analisis, pernbinaan,

*o"it-i"S, waluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan, Cadangan Penganeh,aragamanPangan'

Pasal 21

Untuk melaksanakaa tugas sebagaimana di makzud dalam pasal 20, Kepala Sub Bidaag

Ketersediaa ry Cadangan Penganekaragaman Pangaq menyeleng gatakan fungsi :

1. peayiapall bahan perencafiaan teknis kaersediaan, cadangao pengaaekaragaman pangao;

2. Pelaksanaan identifikasi ketersediaan dan keanekaragarnan produk pangan;

3. Felaksanaan ideatifikasi kebutuhan produksi paqan;

4. Penyiapan bahan penetapan sasaran produksi paagan daerah;

5. fe"yiapa" bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rnasalah produksi daa

distribusi pangao;

6. Pelaksanaan pemanlauandau analisis harga paoga{t;

7. Pelaksanaan pembinaan ketersediaan pangan dan cadangan;
g. Pelaksanaan perencanaan teknis peagaaekaraga{naa paagan;

9. Pelaksanaan identi{ikasi pangan pokok daa konsumsi pangan;



10. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan nefaca bahan makanan / Pola Pangan harapaa

(NBN,I/PPID;
11. Pelaksanaan analisis pola konsumsi pangan;

12. Pelaksa naanpenrembangan pafigafitot.ut du, makanan tradisional;

13. pelaksan*r, p"*iiouur,,;oritoing, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Partgraf2
sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi sumber Daya dan Keamanan Pangan

?asal22

Kepala Sub Bidang Kewaspadaaq Distribusi Sumber Dayadan Keamanan Pangan mernpunyai

tugas penyiapan behan perencanaan, koo.dinasi, 
- 
pllaksanaan identifikasi' pembinaan'

pengernbanguo dur, ;;Gdl* distribusi paagan, identifrkasi sumber daya dan keamanan

p*[ur, *onitotittg, evaluasi dan pelaporan'

Pasal 23

Untuk melaksaaakan tugas sebagaimana di maksud dalarn pafJa| 22' Keqala Sub Bidang

Kewaspadaan, Distribusiiumber Daya dan Keamanan Pangarq menyelenggarakan fungsi :

1. Paryiapan bahan perencanaan teknis kewaspadaan pangan;

2. pelaksanaan ideniifikasi infrastruktur distribusi pangan;

3. Felaksanaan inveatarisasi distribusi pangan;

4. pelaksanaan koordinasi p"o""gahi, p'eng€ndalian masalah pangall dan pengernbaagalt

infiastruktur distribusi Pangan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan penurunan pangan masyarakat dan peningkatan akses

pangan nnasYarakat;

6. b"hk*uo*o pembinaan distribusi pangail;

7. Pelaksanaan kewaspadaan dan penyediaan distribusi pangan pokok tertentu'

8. Pelaksanaan perencanaan teknis keamanan dan mutu pangan;

g. petaksanaam pembiaaan mutu dalr kemanan produk pangan pabrikan;

l0.Pelaksanaanpengembangandanfasilitasiforummasyarakat;
1 1. Pelaksanaan pengemb afrgafl trust fund;

12. pelaksan*n p"rrlrmpulan dan analisis informasi keamanan pangan;

13" Pelaksanaan p"o,rUio*r, sistem manajernen labor*orium uji mutu dan kemanan pengan;

14.Pembinaarr,monitorinsevaluasipelaporanpelaksanaanfugas.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pasal 24

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan sDM mempunyai tugas melaksanakan sebagiaa

kewenangan Ou"riiJalam p"ny"f"ngg*^ *:npenyuluhan (pertaniaq perikanan, dan kehutanan)

dan penyuluhan dan pengembangan SDM'

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam par;arl 24, Kepala Bidang Penyuluhan

dan Pengembangan SDlq menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhal kabupaten yang sejalan dengan kebijakan

dan programa penyuluhan provinsi daa nasioanal;



2.

J,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme,-tata kerja dan metode penyuluhan;

pelaksanaan p.rgu*p.rlan, pen{olahan, pengemasan,_ dan penyebaran materi penyuluhan

pertanian,p..ikunun dan kehutanan bagi peluku utama dan pelaku usaha;

ir"tatsunuun pembinaan dan penglmbangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan,

kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;

MenumbuhkembangJnkan dan mlmfasilitasi kelemb agaan dan forum kegiatan bagi pelaku

utama dan pelaku usaha;

Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, swasta melalui proses

pembelaj aran secara berkelanjutan;
pelaksanaan pengawasan bun pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang

penyelengg ar aan penyuluhan p ertanian, p erikanan dan kehutanan;

Pembinaan terhadap UPT dan pembinaan karir terhadap kelompok jabatan fungsional

penyuluh;
Melaksanakan pendidikan/pengembangan SDM'

Pasal 26

Kepala Bidang Penyrluhan dan Pengembangan SDNI, membaurahkan :

1. Kepala sub Bidang Materi, Metodelogi danTataPenyuluhan.

2. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan'

Paragraf 1
SubBidangMaterirMetdelogidanTataPcnyuluhan

Pasal2T

Kepala Suh Bidang lVlateri, Metodelogi dan Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perencailaar! pen€taparl penyelenggaraan, pelaksanaan dan monitoring, kebijakan

Metodelogi dar, T ata PenYuluhan'

Pasal 28

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal27, Kepala Sub Bidang Mate4

Metodelogi dan T ataPenyuluhan, meyelengg atakan fungsi :

1. penyiapaa bahaa peaetapan kebijakan p€rencaoaan, Metodelogi dan TataPenyuluhan;

Z. penyiapan bahan penyelenggaraan pereocanaaq Metodelogi dan TataPenyuluhan,

3. penyiapan bahan p"ny"linggar* pelatihan keterampilan pertanian, perikanan dan

kehutanan; dan
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi seta pelaporan pelaksanaan tugas'

Paragraf 2

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

?asal 29

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaa4

penetapan, p".ry"l".tggaraan,pelaksanaafi dan monitoring, kebijakan SDM pertanian serta

pendidikan, karampilan dan pelatihan pertanian-



Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam pasal 29' Kepala Sub Bidang

p.nJiAimn dan P elatihan,-menyel enggat akan fu ng si :

1. Penyiapan bahan peaetapan kebijakan SDM pertaniaa;

2.Penyiapanbahanpenyelenggaraanpendidika.nketerampilanpertaniaan;
3.Penyiapanbahanpenyelenggaraanpelatihanketerampilanpertanian;dan
4. Fembinaan, *oniio.ing, dillvaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Kelembagaan dan Telmologi

Pasal 31

Kepala Bidaag Kelembagaan dan Tekaologi mempr'lnyai tugas menyiapkan bahaa p€o€tapan'

penerapan, perencanaan,-penyelengg**i pelaksanaan, *onitotiog evaluasi dan pelaporan

biOung Kelembagaan dan Teknologi'

Pasal32

untuk melaksanakan tugas sebagaimaa dimaksud dalam pasal 31, Kepala Bidang Kelembagaan

dan Teknologi, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyrapan bahaa perenc'anaal teknis tekaologi;

2. Pelaksanaan pengsndalian kelembagaan {an 
teknologi'

,. Penyiapan bahan peoetapan kebijakan kelembagaan;

4. pelaksanaan koordinasi penanganan kelembagaan danteknologi; dan

5. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas'

Fasal 33

Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi' membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani'

, i"putu Sub Bidang Teknologi dan Informasi'

Paragraf 1

Sub Bidang l(e{embagaan Pctani

Pasal 34

Kepala Sub Bidang Kelembagaal Petani nrealpunyai tugas menyiapkan bahan pef,elrmnaan'

;;.r"dr, p.ny"r"iggrr*, piluk**uarq monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

felembagaan Petani, menyelen ggarakan fungsi :

pasal 34, KePala Sub Bidang

l. Pelaksanaan identifikasi kelembagaan petanl

2,. Pelaksanaan koordinasi p€nanganan kelembagaan petani;

3. pelaksanaan pd;;;gan tiembataao."iu**l produk pa.xrgan s€gar daa pabrikan skala

keciUrumah tangga.
4. Pelaksanaan identifikasi LSM dan tokoh masyarakat;



5. Pelaksanaan pengembangan dan fasilitas forum masyarakat;

6. penyiapan bahan peneiapan noffna, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan

keteramPilan;
7. penyiapan bahan penerapanstandarisasi dan prosedur sistem dan metode kelembagaan;

t 8. fenyiapan bahan p"n"rup* norna dan standar kelernbagaan pelatihan pertaniaaa;

g. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas'

Paragraf 2

Sub Bidang Teknologi dan Informasi

Pasal 36

{ *"rala Sub Bidang Teknologi dan informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan per€ncanaaq

i penetapan, penyelenggaraan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

! rasal37
{

t

i --. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Kepala Sub Bidang

] Teknologi dan Informasi, menyelenggatakan fungsi :

l' 1. Pelaksaaaan identifikasi teknologi dan informasi;' 2. Pelaksanaan perencaniBn teknis teknologi dan informasi,

? 3. Pelaksanaanpengembangantrustfund;
4. Pelaksanaan pengumpulan dan analsis informasi teknologi;

5. Pelaksanaaa pernbinaan sistem rnanajemen laboranriumuji mutu;

6. pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB Y
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Badan

Ketahanan ? angan dan PenYuluhan.

Pasal39

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 terdiri dari sejumlah

tenaga'dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliamYa.
(2) Kelompok labatan Fungsional sebagaimana dimaksd pada ayat {l), dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yaagditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan-

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja-
(4) Jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sestrai delgan

ketentuan peraturan perndang-undangan yang berlaku.



BAB VII
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Sub

Bagian, dan Kepala S"U-gida"g t"ttu pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan

priisip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical serta horizontal baik

dalam lingkungan'Badin*urp,r, instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing'

(2) Setiap pi*pi*" satuan orginisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan
' ' 

bertanggungiawab kepada atasannya *urirg-tt using serta menyampaikan laporan tepat pada

waktunya.

BAB \/III
KETENTUAII PENUTT]P

Pasal39

Uraian Tugas masing-masing penjabat dan pelaksana pada Badan Ketahanan Pangan dan

Penl,uluhariditetapkan oleh Kepala Badan dengan Peraturan Kepala Badan'

Pasal 40

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan'
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